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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penataan dan pembangunan bidang ekonomi Indonesia, secara
konstitusional telah ditentukan dalam UUD 1945, Pasal 33 ayat (1) Perekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, ayat (2) Cabang-
cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh negara, ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat, ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan
bersama atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, ayat (5)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam UU.

Ketentuan Pasal 33 UUD 1945, mengandung amanat demokrasi ekonomi
Indonesia, yang menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga
negara untuk berpartisipasi‘ didalam proses poduksi dan pemasaran barang dan
atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien, sehingga dapat

mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar."

" Konsideran UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat



Menurut Johnny Ibrahim bahwa di dalam sejarah penataan dan
pembangunan ekonomi di Indonesia, terlihat pada TAP/MPRS No.
XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaruan Kebijakan Ekonomi, Keuangan dan
Pembangunan, di dalam Pasal 7 (c) nya diamanatkan, di dalam demokrasi
ckonomi di Indonesia tidak ada tempat bagi monopoli yang merugikan
masyarakat. Amanat ini selalu diulang dalam Tap MPR tentang GBHN yang
menggariskan kebijakan yang harus ditempuh mandataris MPR dalam
membangun demokrasi ekonomi.”

Pembangunan ekonomi pada pembangunan yang dilaksanakan pada masa
pemerintahan orde baru, diakui telah menghasilkan banyak kemajuan yang
ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan meningkatnya tarap
kesejahteraan rakyat, namun peluang-peluang usaha yang ditimbulkan dari
pembangunan dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu
dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi.”

Perkembangan swasta pada masa tersebut, di satu sisi diwarnai oleh
berbagai bentuk kebijakan pemerintah yang kurang tepat sehingga pasar menjadi
terdistorsi. Selama ini sudah menjadi rahasia umum bahwa paraktek-paraktek
usaha antipersaingan yang cenderung bertolak belakang dengan prinsip-prinsip

good corporate governance telah berkembang di Indonesia. Praktek

2 Abdullah Tulip, Analisis : Kebijakan Kriminal di Dalam Undang-Undang Tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Palembang : Penelitian
Research Grant Fakultas Hukum UNSRI, tanpa terbit, 2005), hal. 2

*) Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta : Gramedia Pustaka
Utama, 2004), hal. 2



persekongkolan (conspiracy) untuk menentukan pemenang di dalam sebuah
tender adalah satu dari sckian banyak praktik antipersaingan yang seringkali
ditemui di dalam kegiatan bisnis di Indonesia.”

Disisi lain perkembangan usaha swasta merupakan perwujudan dari
kondisi persaingan usaha yang tidak sehat. Fenomena terjadinya hubungan antara
pengambil keputusan dengan para pelaku usaha, baik secara langsung sehingga
lebih memperburuk keadaan penyelenggaraan ekonomi nasional yang demikian
ini kurang mengacu pada amanat Pasal 33 UUD 1945, serta cenderung corak yang
monopolistik. Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan
kemudahan-kemudahan yang berlebihan sehingga menimbulkan kesenjangan
sosial. Munculnya konglomerasi dan kelompok kecil pengusaha kuat yang tidak
didukung oleh semangat kewirausahaan sejati merupakan salah satu faktor yang
mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu
bersaing.” |

Selain itu Febrian berpendapat bahwa rapuhnya ketahanan ekonomi
Indonesia yang dibangun oleh rezim Orde Baru tersebut, terlihat ketika terjadinya
krisis moneter 1997 yang mengakibatkan krisis ekonomi 1998, dan krisis politik,
yang mengharuskan kita untuk menoleh pada “hukum” sebagai alat yang dipakai

penguasa.®

Y Ibid, hal. 3
) Ibid
9 Abdullah Tulip, Op.cir, hal. 3




Memperhatikan  sistem perekonomian tersebut, perlu dicermati dan
mereformasi kegiatan usaha di- Indonesia, agar tercipta iklim persaingan usaha
yang sehat yang dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha
dan mencegah pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok
tertentu, dalam bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat,
yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

Maka dari itu dibentuklah Undang-undang yang mengatur tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tertuang
dalam Undang-undang No. 5 tahun 1999 yang bertujuan untuk mencegah pelaku
usaha berbuat praktik bisnis yang melanggar prinsip-prinsip persaingan sehat
sehingga bisa menekan inefisiensi perekonomian, serta dalam rangka penegakan
aturan hukum untuk memberikan perlindungan yang sama bagi pelaku usaha
sebagai upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Dijelaskan oleh Johnny Ibrahim bahwa larangan terhadap praktek
monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat pada masa rezim order baru, juga
telah diatur dalam beberapa ketentuan hukum pidana yang masih ditentukan
secara parsial, seperti Pasal 382 bis KUHP, yang mengancam dengan pidana bagi
yang melakukan perdagangan curang, Pasal 81 UU No. 19 Tahun 1992 dan Pasal

81 UU No. 14 Tahun 1997, yang mengancam pidana bagi yang melakukan

perbuatan curang dalam pemakaian merek.”

" Ibid



Pengaturan hukum pidana secara parcial dan tidak komprehensif kurang
memadai untuk menopang iklim persaingan usaha yang sehat dan tidak pula
cukup keinginan untuk melaksanakannya®, oleh karena itu melalui Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat yang memuat kebijakan kriminal untuk mencegah
dan memberantas praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang
merugikan perekonomian masyarakat.

Menurut G.P. Halfnagels,” suatu politik kriminal harus rasional, kalau
tidak demikian, maka konsepsi mengenai kejahatan dan kekuasaan untuk
melakukan kriminalisasi sering ditetapkan secara emosional. Ditegaskan oleh
Sudarto,'? suatu politik kriminal yang menggunakan kebijakan hukum pidana,
harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja
dan sadar, ini berarti memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana
untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua
faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu
dalam kenyataan.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tida}k Sehat. Dilihat dari perspektif kebijakan kriminal,

undang-undang ini merupakan kebijakan kriminal dengan sarana hukum pidana

% Ibid .
i 589) Soerjono Soekanto dkk, Kriminologi Suatu Pengantar, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981)
al. ’

19 Barda Nawawi Arief, Bu

nga Rampai Kebijakan Pid : Ci i i
199 all 2 D jjakan Pidana, (Bandung : Citra Aditya Bakti,



(penal policy), karena undang-undang ini menggunakan sanksi pidana,
sebagaimana ditentukan Pasal 48 dan Pasal 49. Penerapan kebijakan pidana di
bidang ekonomi tentu memerlukan pengkajian yang mendalam, sehingga hasilnya
diharapkan dapat mendorong dan menjamin pertumbuhan ekonomi yang sehat,
dan dapat mencegah timbulnya berbagai perbuatan yang dapat mengganggu
pertumbuhan ekonomi itu sendiri.
Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk memilih judul :

“MEKANISME PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK

MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT™.

B. Perumusan Masalah
1. Bagaimana mekanisme penegakan hukum atas pelanggaran Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat ?
2. Bagaimana peranan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat?




C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah :

1. Mengkaji dan memaparkan secara filosofis, teoritis dan praktis, tentang
mekanisme penegakan hukum pidana di dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat.

2. Mengetahui peranan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

D. Manfaat Penulisan
Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penulisan skripsi ini secara
teoritis yaitu agar dapat mengembangkan ilmu hukum pidana di bidang ekonomi,
dan diharapkan dapat lebih memahami penegak hukum pidana di bidang
ekonomi. Dan manfaat praktisnya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan

bagi para pembuat kebijakan dan penegak hukum di bidang ekonomi.

E. Ruang Lingkup
Ruang lingkup kajian skrip;i ini adalah berkenaan dengan mekanisme penegakan
hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan bagaimana peranan

hukum pidana itu sendiri dengan berpedoman pada ketentuan hukum positif dan

Undang-Undang Nomor S Tahun 1999.




F. Metode Penulisan

1.

Pendckatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penclitian ini adalah yuridis normatif yaitu
suatu penelitian yang menelaah data-data sekunder berupa bahan-bahan
kepustakaan dengan didukung data primer guna memperoleh hasil penelitian

yang benar dan objektif.

Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang

bersifat kualitatif, yang bersumber dari kepustakaan .

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang

diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (library research), dan

bila diperlukan juga akan menggunakan data primer untuk menunjang data
sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan :

a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mengikat yang
digunakan dalam penelitian yaitu peraturan perundang-undangan yang
meliputi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan undang-undang di
bidang ekonomi lainnya yang relevan, serta perundang-undangan yang

berlaku (KUHPer dan KUHP).




b. Bahan Hukum Sckunder, adalah bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer. Yaitu berupa penjelasan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, bahan pustaka, dan hasil karya

tulis dari kalangan hukum.

4. Teknik pengumpulan data
Dalam penulisan ini penulis hanya menggunakan data melalui :
Penelitian kepustakaan (/ibrary research). Yaitu penelitian yang bertujuan
untuk mendapatkan data-data sekunder dengan cara membaca dan
mempelajari literatur-literatur, buku-buku ilmiah ataupun sumber-sumber lain

yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

G. Analisis Data
Data yang diperoleh akan dianalisis secara diskriptif kualitatif. Dalam penelitian
ini data-data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum dianalisis dari perspektif
konsep-konsep kebijakan kriminal yang terpadu (infegrated) antara upaya non
penal yang berupa tindakan administratif yang dilakukan oleh KPPU dan upaya

penal yang dioperasionalkan oleh Sistem Peradilan Pidana (criminal Justice

system).

“T‘

mmm———— T
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